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PUTUSAN
Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.LB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang

Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxx, Umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga,
tempat tinggal di Bukik Sariak Jorong Durian Kapeh
Nagari Durian Kapeh Darussalam Kecamatan Tanjung
Mutiara, Kabupaten Agam, dalam hal ini memilih
domisili elektronik dengan email

XXXXXXXXXX(@gmail.com;

Penggugat
Lawan
Tergugat NIK XxXXXxXxXxxxxxxxxx, Umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal dekat
Mushala Nurul Huda Jorong Anak Air Dadok, Nagari
Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten
Agam,;
Tergugat
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.LB,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA
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Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat,
pada tanggal 23 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah
tangga di konytrakan Penggugat dan Tergugat di Simpang IV Tangah
Jorong IV Surabayo, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung,
selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sering berpindah-pindah,
terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat
dan Tergugat di Lapau Ambacang Jorong Durian Kapeh, Nagari Durian
Kapeh Darussalam, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul
sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
bernama:
3.1 Anak 1, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lubuk Basung, 29 Maret
2018, belum sekolah;
3.2 Anak 2, perempuan, tempat tanggal lahir, Agam, 22 Mei 2022,
belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun
2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, disebabkan karena:
4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Ilahir
Penggugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat
lebih sering menggunakan penghasilan yang diperoleh Tergugat untuk
bermain judi;
4.2 Tergugat sering menghina Penggugat dengan menggunakan kata-
kata yang kasar dan tidak pantas didengar, seperti Tergugat sering
memanggil Penggugat dengan sebutan wanita tuna susila;
4.3 Tergugat merupakan seorang yang bertempramnetal tinggi, seperti
Tergugat pernah menampar Penggugat ketika Penggugat sedang ada
cekcok dengan Tergugat;

4.4 Tergugat sering bersikap cemburu buta terhadap Penggugat;
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5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022, disebabkan karena,
pada awalnya Tergugat melihat ada telphon masuk dihandphone
Penggugat dan telphone tersebut adalah dari tetangga tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat, karena tidak senang dan merasa cemburu
Tergugat langsung menelphone tetangga tersebut dan memaki-maki orang
tersebut, Tergugat juga langsung menghina Penggugat dengan sebutan
wanita tuna susila, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat tinggal di
rumah orangtua Penggugat di Bukik Sariak Jorong Durian Kapeh, Nagari
Durian Kapeh Darussalam, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah
orangtua Tergugat di dekat Mushala Nurul Huda Jorong Anak Air Dadok,
Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung;
6. Bahwa semenjak bulan Agustus 2022 tersebut antara Penggugat
dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu)
tahun 3 (tiga) bulan lamanya;
7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak
keluarga masing-masing, sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki
hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari
Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim
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Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan
Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta
telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau
damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Hakim
untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama Mohamad
Sholahuddin, S.H.l.,M.H telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa oleh Hakim hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan
dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang
menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di
persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan
Tergugat untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil melalui jurusita
pengganti dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
334/Pdt.G/2023/PA.LB  yang dibacakan dalam  persidangan dan
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah
selanjutnya persidangan dilaksanakan di luar hadir pihak Tergugat;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak
hadir di persidangan maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera
Barat, pada tanggal 23 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.
1. Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Pedagang, bertempat tinggal di Jorong Durian Kapeh, Nagari Durian

Kapeh, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Saksi adalah adik
kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak tahun 2013
lalu:
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina
rumah tangga di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Simpang
IV Tangah Jorong IV Surabayo, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk
Basung, terakhir membina rumah tangga di rumah kediaman bersama

Penggugat dan Tergugat di Lapau Ambacang Jorong Durian Kapeh,
Nagari Durian Kapeh Darussalam, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
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sejak tahun 2018, berdasarkan informasi dari Penggugat disebabkan
karena Tergugat suka bermain judi, kurang bertanggung jawab dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga saksi yang membantu
memenuhinya, bahkan biaya Penggugat melahirkan keluarga
Pengugatlah yang membiayainya, Tergugat suka cemburu kepada
Pengggugat dan tidak segan jika Tergugat tidak senang Tergugat akan
memaki orang yang Tergugat curigai tersebut, dan karena perselisihan
dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah
kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan
Tergugat bertengkar, dan saksi juga mendapat informasi dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang
lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,
Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi
menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan pihak keluarga Penggugat
dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali,
namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Balai Ahad, Nagari

Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Saksi
adalah teman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina
rumah tangga di rumah kontrakan di Simpang IV Tangah Jorong IV
Surabayo, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, selama
lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman
bersama Penggugat dan Tergugat di Lapau Ambacang Jorong Durian
Kapeh, Nagari Durian Kapeh Darussalam, sampai berpisah;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun
dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan
informasi dari Penggugat pada tahun 2017 disebabkan karena Tergugat
sering berkata-kata kasar seperti memanggil Penggugat dengan kata
“lonte” ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat kurang
bertannggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain
itu ketika Tergugat suka cemburu kepada Pengggugat, dan karena
perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Tergugat keluar
dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua
Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah
selama kurang lebih 1 (satu) tahun setangah sampai sekarang;

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,
sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak
lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga
sekarang;

- Bahwa telah ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan
Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun
tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, tetap
pada gugatannya serta memohon kepada Hakim untuk segera menjatuhkan
putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu
yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara

sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim
terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama
Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya
adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut
penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung ssebagaimana
bukti P.1, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi
Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang
telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo
Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan
tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Hakim telah berupaya
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal
131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Hakim telah
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menunjuk mediator yang bernama Mohamad Sholahuddin, S.H.I, untuk
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui
mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang
harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita
gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup
rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat tidak
pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah
memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil melalui
jurusita pengganti dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut
tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan
dilaksanakan di luar hadir pihak Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat
telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai
dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan
berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXIXXIXx/xxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Mutiara,
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 April 2019, yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam Provinsi
Sumatera Barat pada tanggal 15 Oktober 2013, yang merupakan akta otentik
dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara

Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan,
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sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah
memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan
telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 Penggugat
mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, dan saksi
mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu
tahun enam bulan, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi
menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang,
keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat,
oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan
materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan
Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 2 Penggugat
mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, namun
saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
satu tahun enam bulan, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak
lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang,
keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat,
oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi
persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan
ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah
dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya
didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian
antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 3e
dan Pasal 308 serta 309 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
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formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan
oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim telah menemukan
fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal

bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah

pisah rumah kurang lebih satu tahun empat bulan sampai sekarang;
Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di
atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara
dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang
menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun enam bulan
sampai sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan
hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan
antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah
(ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Hakim berpendapat bahwa
Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat
disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan

pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah
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sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah
tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang
berkepanjangan serta akan memunculkan kemudaratan-kemudaratan yang
lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal
agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudaratan lebih
diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul
fikih yang berbunyi:

t Lol cd> e p 2bo ouw Laodl €5
Artinya: “Menolak kemudaratan harus didahulukan daripada menarik
kemanfaatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan
berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada
Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah
talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
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tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
Amar
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
Penutup
Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Basung
pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal
15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Derry Damayanti S.H.l., M.H. sebagai
Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor
181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut dan dibantu oleh Rini Anggawati, S.H sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal
ttd

Derry Damayanti, S.H.l.M.H
Panitera Pengganti
ttd

Dra. Um Abdiah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP : R 60.000,00
p

2. Biaya Proses : R 50.000,00
p

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya : Rp 28.000,00

Panggilan
4. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 148.000,00
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